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I’cnci.ilia,n ini adalah untuk menghasilkan suatu imodel pengaturan mengenai
lembaga pembiayasn modal ventura agar hubungzin hukum antara para pihak dalam
pembiayaan dengan modal ventura dapat terlindungi, karena adanya asas keadilan dan
kescimbangan anlara hak dan kewajiban. |

Pada penclitian tahap pertama telah dikeltahui mengenai berbagai aspek modal
ventura yang mencakup peranan, pemanfaatan, kendala dan penyimpangan dalam prakick
pembiayaan melalui lembaga pembiayaan modal ventura. Dari hasit penclitian tersebut
dapat d susun suaty konscp modcl pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura.

Pada penclitian tahap kedua atau terakhir ini. masukan-masukan dart peoelitian
tahap pertama ditambah dengan data-data tambahan, diolah untuk dapat :ﬁcnghasilkan
suatu model pengaturan Icmbaga.pcmbiayaa_n modal ventura demi menjamih hubungan
hukum yang scimbang, yang lebih scmpurna.

Mode! pengaturan tersebut direncanakan untuk menjadi suatu naskah akademis
rancangan undang-undang mengenai modal ventura. Di dalam model terscbut dibahas
untuk menjadi rancangan undungﬁlndang mengenai beberapa hal, antara lain mengenai
ketentuan wnum yang terdiri dari detinisi-definisi ; asas dan tujuan; ruang lingkup; hak

dan kewajiban para pihak; peadirian; ketentuan mengenai sanksi dan kctentuan penutup.



Sc.hlin menyusun model rancangan peraturan yang diusulkan menjadi naskah
akademis rancangan undang-undang , penclitian im juga menyusun suatu rancangan
peraturan pelaksana bagi deparicimen-departemen terkait .

Penclitian i mcnipcrgunakan mectode  penelitian dengan  format pcnclﬁiam
bagaimana  dan mulzngupu hal  tejadi  dengan  berfokus  pada  peristiwa-peristiwa
kontemporer. Penclitian dilakukan di wilayah Jakarta, Kotamadia Scmarang, Kabupaten
Semarang. Kotanmadia Sur:ikarla. Kotamadia Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan

kKabupaten Sleman.,
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BAB |
- PENDAHULUAN

Penelitian dengan judul "Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal
Vcnn_ﬁ'a demi Menjamin Hubungan FHukum yang Seimbang” ini , dilaksanakan
untuk dug tahun penelitian, Pada penelitian tahun 1, 1998-1999, telah disusuﬁ
suatu konsep, model pengaturan Icmbaga pembiayaan modal ventura . Penelitian
tahap [T .1999-2000. bertujuan uniuk menyempurnakan model pengaturan
fembaga pcni:hiayaaﬁ_ modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang
scimbang yang telah tersusun pada penclitian tabun 1. Model tersebut disusun
berdasarkan imasukan-masukan yang diperoleh dari para pelaku bisnis, yaitu
perusahan modal w;ﬁlura, pengusaha keeil dan menengah selaku perusahaan
pa.'lsangnn usaha, dala-data sckunder dari naskah-naskah tulisan ilmiah mengenai
modal ventura dan usaha kecil, serta kebijaksanaan pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan yang ada. . _

Penyusunan model pengaturan Iclnbaga pembiayaan modal ventura ini
diharapkan akan mc_njadi masukan dalam penyusunan naskah akademis rancangan
1|ndang—u:jdang Ie:ﬁhaga pembiayaan modal ventura. Hal ini sejalan déngan arah
kebijakan di bidang hukum GBIIN 1999-2004 point 7 :

"Mengembangkan  peraturan  perundang-undangan  yang mendukung

kegiatan perckonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa

merugikan kepentingan nasionat”.

_ Penyusunan model ini juga perlu dilakukan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dan scluruh kekuatan ckonomi nasional terutama pengusaba kecil,
mcncngah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber
daya alam dan sumber daya mamisia yang produktir, mandiri, maju, berdaya

. o - !
saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. )

" GBHN. 1999 - 2004



GBHP  1999-2004 dalam  Arah Kebijakan bidang Ekonomi, hal-hal

mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan banyak disebut-sebut antara lain

dalam :

Poin 10 ;

Mengembangkan sistem ekonomti kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkcadilan dengan prinsip persaingan schat dan memperhatikan
perlumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehinggﬁ terjamin
kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak
konsumen, serta perlak uan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Poin 11 :

Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien,
pmdukti!l' dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang
kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara
diberikan secara selektil terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingiin
yang tidak schat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi,
permodalan dan lokasi berusaba,

Poin 13 :

Mengembanpkan hubimgan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang
saling menunjang dan menguntungkan antara. koperasi, swasta dan Badan
Usaha Milik Negara, seria antara usaha besar, menengah dan kecil dalam

rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

.. Poin 20 :

MeningKatkan  penguasaan, pengembangan dan  pemanfaatan  ilmu
|

pengetahuan dan teknologi termasuk (eknologi bangsa sendiri dalam dunia

usaha, (érutama usaha kecil, menengah dan kopetasi guna meningkatkan daya

saing pr(;u!uk yang berbasis sumber daya lokal.

Poin 22 : .
Mempercepatl penyelamatan dan pemulihan ckonomi guna membangkitkan

sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, koperasi melalui upaya

2



pcngendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis
dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai
kebutuhan,

Pembinaan usaha kecil, mencngah dan koperasi mendapat porsi perhatian
yang lebil b:esar dari pemerintah, karena ada kesadaran bahwa usaha kecil,
menengah dan koperasi lernyata lebih ulet dan tebih bisa bertahan datam kondisi
perekmlomial:l yang guncang, jika dibandingkan dengan usaha besar terutama para
konglomerat.. ' |

Interaksi pembangunan di bidang hukum dan bidang ekonomi haruslah
saling bersinergi, Satu dan lainnya harus saling mendukung tidak boleh yang satu
ketinggaian dari yang lain. Namun pada kenyataannya dalam prakiek tidaklah
demikian, banyak tindakan-tindakan ekonomi tidak ada peraturan hukumnya;
Schingga seringkalt lerjadi peraturan hukum yang muncul kemudian untuk
mengatur  tlindakan-tindakan  ckonomi  lebih  bersifat  tambal  sulam tanpa
memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas perundang-undangan, Damﬁak
ikutan yang muncu} kemudian adalah peraturan yang tidak memperhatikan asas
keseimbangan perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Perlunya suatu peraturan mengenai lembaga pembiayaan modal ventura
ada hubungannya dengan keberhasilan pembangunan yang pesat, yang
mempunyai akibat makin maraknya pertumbuhan sektor usaha. Sudah barang
tentu yang menjadi masalah utama adalah permodalan. Secara umum masyarakat
pasti akan be'rsandhr pada kredit perbankan sebagai sumber utama permodalhn.
Tetapt untuk mendapatkan kredit perbankan banyak kendalanya antara lain
keterbatasan jangkauan kredit, kelerbatasan dana, harus adanya jaminan dan
prosedurnya yang cenderung berbelit.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam
meningkatkan pemberdayaan dan daya saing usaha kecil adalah melalui
penguatan struktur modal. Karena modal adalah basis (dasar) operasional suatu
usaha yang. sangat menentukan maju mundurnya usaha. Modal tersebut dapat
herasal dari dalam diri svafu usaha maupun berasal dari pihak ketiga. Jika

tambahan modal berasal dari dalam, maka antara pendiri dan pemilik perusahaan



akan saling memberikan tambahan modal, Namun jika pihak ketiga yang akan
memberikan tambahan modal, makh pihak ketiga tersebut dapat berupa bank,
koperasi, lembaga pembiayaan non bank.

tsaha keeil dan menengah selama ini mengalami kesulitan dalam masalah
pendanaan, terutama  jika bharus mengajukan permohonan pinjaman kepada
lembaga perbankan. Maka dari itu pemerintah melakukan terobosan-terobosan
untuk lebih memprakarsai sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap suatu
lembaga  pendanaan,  Salah  satu  lembaga  pendanaan  yang ditihgkatkan
pemberdayaannya adalah lembaga pembiayaan modal ventura,

[embaga pembiayaan modal ventura telah dikenal sejak 1988 namun Baru
berkembang  pesat di dacrah-dacrhh scjak tahun 1994. Menurut Keputusan
Presiden R No. 61 tahun 1988 perusabaan modal ventura adalah suatu badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke
datam sualy perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Konsep modal ventura telah dapat diterima oleh kalangan pengusaha
khususnyz k%nlangun usaha kecil dalam pembayaran bunganya dan mudah untuk
|ncndu|')alkmimya. Perusahaan modal ventura sendiri, khususnya perusahaan modal
ventura yani; beroperasi di dacrah juga merasakan bahwa kehadiran mercka
dibutuhkan (élch'kulangan usaha kecil dan koperasi. _

Sistem pembiayaan modal ventura adalah suatu bentuk usaha pembiayaan
datam bentuk penyatuan modal ke dalam svatu perusahaan yang menerima
pembiayaan dalam jangka wakiu tertentu.

Karakteristik lembaga pembiayaan modai ventura adalah :

. Keterlibatan pcruSuhaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang
dibantu, |

2. Jovestasi yang bersifat sementara waktu kemudian ada periode divestasi
(penarikan investasi). |

3. Resiko investasi yahg tinggi.

4. Investasi jangka menengah atau jangka panjang (5-10 tahun).

5. Investasi  berbentuk  partisipasi  saham  dengan  keuntungan  berupa

dividen/eapital gain,



6. Investasi tanpa jaminan.

7. Ditujukan pada perusahaan keeil atau perusahaan baru yang menyimpan
potensi untuk berkembang.

8. Investasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan
kredit pérbankan.

Karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura tcfscbul akan sangat
SeSUGH dcngan tujuan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan peniberdayaan
usaha keeil. Karena modal ventura tidak hanya semata-mata memberikan dana
namun juga membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja usaha kecil
terschut.

Namun dalam kenyataannya pemberdayaan usaha kecil melalui penyertaan
maodal perusahaan modal ventura masih menghadapi beberapa kendala, salah
sah_inya adalah dari scgi legalitas atau perlindungan hukum, terhadap kedua belah
piak baik perusahaan modal ventura maupun usaha kecil selaku perusahaan
paSang,dH usaha.

Penclitian inf akan hcruqaha uniuk menyusun svatu model pcngaturan
ll,‘nll').l}:,d pembiayaan moda! ventura demi menjamin hubungan hukum yang
scimbang, yang didasarkan pada perilaku-perilaku para pelaku bisnis yaitu'
perusahaan pasangan usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan
hukum tentang lembaga pembiayaan modal ventura dan peraturan tentang usaha
kecil.

| Masukan-niasukan dari peoclitian tahap 1, yaitu mengenai pcra'nan
fembaga pembiayaan modal ventura secara teoritis, khususnya dalam program
pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi ; mengenai
penyimpangan-penyimpangan  dari karakteristik lembaga pembiayaan modal
venlura dalam praktck pembiayaan khususnya yang mempergunakan 'pola bagi
hasil.  1Hasil penclitian terscbul akan wenguak kendala-kendala dalam
melaksanakan secara optimal pembiayaan dengan modal ventura ini. Salah satu
kendala  yang  terbesar  adalah - adanya  penyimpangan-penyimpangan dari

karakteristik usaha modal ventura dalam praktek pembiayaannya.



Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain adalah adanya jaminan
investast, investasi yang berbentuk jangka pendek mencengah bukan jangka
menengah - panjang dan tidak adanya pchdampingan manajemen pada perusahaarn
pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Kondisi-kondisi ini akan sangat
merugikan bagi perusahaan pasangan usaha yang kebanyakan adalah usaha kecil
dan koperasi. |

Penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik dalam praktek penyetoran
modal oleh” perusahaan modal ventura melalui sistem pola bagi hasil bukanlah
" sesuatu yang harus diberi beban kesalahan saja, namun dapat diberdayakaﬁ
dengan cara memberikan rambu-rambu untuk mengatur pelaksanaannya, schingga
tidak ada |:)ilmk yang akan dirugikan baik perusahaan modal ventura maupun
pengusaha keeil, mencengah, koperasi selaku perusahaan pasangan usaha,

l’cr;;mrzm—pcri\luran perundangan mengenai pembiayaan modal ventura
yang ada :}clnma ini terasa kurang. tcrulama karena tidak adanya peraturan
perundangan yang secara khusus mengatur pembiayaan modal ventura. Schingga
hak, kewajiban dan tanggung jawab para pibak (perusahaan modal ventura dan
pcrusaihaan pasangan usaha) tidak terlindungi secara maksimal. |

Penclitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan
perundangan mengenai lembaga pcnihiayaan modal ventura sehingga :

s Pemantaatan lembaga pembiayaan modal ventura untuk pemberdayaan
pembiniaan dan pendayagunaan usaha kecil dan koperasi semakin meningkat.
e Usaha kecil dan koperasi scmakin meningkat pcluang dan kemampuan

berusahanya dengan dukungan dari lembaga pembiayaan modal ventura,

L1. Subyek Penelitian
- Subyck penclitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti
adalah  peraturan-peraturan hukum - khususnya  mengenai  lembaga
pcmhiayaanhuula! venlura, usaba keeil dan teknik penyusunan peraturah
perundang-undangan ditambah dengan hasil-hasil penelitian yang {elah ada

khususnya mengenai modal ventura.



L2. Lokas_i Penclitian

Obycek dari penclitian adalah perusahaan modal ventura, baik

- perusahaan modal ventura pusat (P1. Bahana Artha Ventura) yang berlokasi

di Jakarta, selaku penentu kebijaksanaan perusahaan modal ventura dacrah,
maupun  perusabaan-perusahaan  modal ventura yang ada di daefah
Kotamadya Yogyakarta (PT. Sarana Yogya Ventura), Kotamadya Surakarta
(i"i'. Sarana Surakarta Ventura) dan Kotamadya Semarang (PT. Sarana

Jaleng Ventura).

Hasil yang lﬁha’rapkan _

Berdasarkan pendapat bahwa fungsi hukum adalah Scbagai “the
agent ol modernization” dan sebagai "the too! of social engineering”, maka
penchitian tahap 11 ini akan menyempurnakan konsep model pengaturan
lembaga pembiayaan modal ventura yang telah tersusun pada penelitian
tahap 1.

Modal pengaturan yang tersusun secara tepat diharapkan akan dapat
memberikan perlindungan hukum yang scimbang dan maksimal kepada
kedua belah pibak, yaitu pengusaha kecil, menengah dan koperasi selaku
perusahaan  pasangan usaha dan  perusahaan modal veniura, schingga

tercapai ujuan untuk pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan usaha

keeil, menengah dan koperasi scbagai salah satu tumpuan partisipan

pembangunan nasional yang produkdif.,





